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Pemerintahan Desa merupakan tingkatan pemerintahan yang terendah dalam 
sistem pemerintahan Indonesia, setelah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kecamatan. Sebagai tingkatan 
pemerintahan yang terendah, pemerintahan desa memiliki banyak persoalan yang 
cukup mendasar seperti; besarnya jumlah pendudukan yang berdomisili di desa dan 
pada umumnya berada pada garis kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan 
permasalahan-permasalahan lainnya. 
Landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada saat ini 
diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
(khususnya pasal 18), Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, dan beberapa 
peraturan daerah yang terkait tentang desa. 
Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menggunakan prinsip-prinsip penyelenggaraan 
Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi, dan Pemberdayaan 
masyarakat   
Terjadinya Globalisasi, Reformasi, krisis ekonomi, dan krisis kepercayaan 
mengharuskan pemerintahan desa dari sisi organisasi dan manajemen 
pemerintahannya melakukan perubahan dalam bentuk pembaruan. 
Pembaruan Organisasi dan Manajemen pemerintahan desa yang dilakukan  
adalah dalam bentuk pembaruan manajemen perencanaan pembangunan, pembaruan 
sistem pemerintahan desa, pembaruan sistem pelayanan masyarakat, dan  pembaruan 
lainnya. 
Pembaruan organisasi dan manajemen pemerintahan desa dilakukan untuk 
menciptakan suatu pemerintahan desa yang kuat dan bersih, karena pemerintahan 
yang kuat saja belum akan mampu untuk menciptakan suatu pemerintahan desa yang 
baik (Good Government) tanpa diikuti dengan adanya suatu pemerintahan desa yang 
bersih. 
 







       A. Latar Belakang 
 
Permasalahan pemerintahan yang cukup mendasar di Indonesia dari dulu 
hingga saat ini adala masalah dinamika pemerintahan desa dan pembangunan 
masyarakat di pedesaan, hal ini disebabkan karena lebih dari 50 % penduduk 
Indonesia hidup dan berkehidupan di desa, dan juga sistem pemerintahan desa 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan di Indonesia. 
Seperti yang dinyatakan Wasistiono dan Irwan Tahir (2006:1) bahwa;  
kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang terlemah. Jika 
mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata 
rantai system pemerintahan muali dari Pusat, Daerah, dan desa, maka desa 
merupakan mata rantai yang terlemah. Hampir seluruh aspek 
menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam 
konstalasi pemerintahan. Padahal desalah yang menjadi pertautan terakhir 
dengan masyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah 
digariskan sebagai cita-cita bersama. 
 
Selama ini desa dicirikan sebagai suatu tempat rendahnya produktivitas 
tenaga kerja, tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya kualitas lingkungan 
pemukiman pedesaan, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan 
dan gizi masyarakat, dan kondisi memprihatinkan lainnya. Di Indonesia desa 
sudah ada semenjak zaman kerajaan, seperti  dinyatakan  Yuliati dan Mangku 
Purnomo (2003;34) bahwa; desa merupakan satuan terkecil  pemerintahan Negara 
kita sejak zaman kerajaan, penjajahan dan kemerdekaan. Bahkan menurut 
Koswara (2010;1); di Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbeturende 
landschappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di 
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang. 
 Selanjutnya  Wasistiono dan Irwan Tahir menyebutkan (2006:2) bahwa;  
hal tersebut di atas memberikan gambaran factual kondisi yang 
terjadi pada masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Sangat ironis 
memang oleh karena Merauke dengan luas kurang lebih 4,8 juta Km2 
dengan luas daratan 1,9 juta Km2 dengan rentang dari timur ke barat 
sekitar 5.110 Km. dan 1.880 Km dari utara ke selatan, yang tersebar di 
62.806 buah desa. 
 
Bentuk kondisi yang memprihatinkan pada masyarakat pedesaan,  
memerlukan berbagai konsep pembangunan dalam bentuk pembaruan, sehingga 
memunculkan berbagai bentuk perubahan dan pembaruan di ;pendesaan. 
Tjahya Supriatna (2000:70) menyatakan bahwa : 
 Konsep pembangunan pedesaan menjadi pusat perhatian Negara-
negara berkembang sejak tahun lima puluhan sampai tahun tujuh puluhan, 
dan sampai sekarang dalam pembangunan nasionalnya, dengan 
menerapkan strategi memecahkan masalah besar masyarakat pedesaan 
menyangkut pertumbuhan penduduk, kemiskinan, urbanisasi dan 
pengangguran masyarakatnya. Penentu kebijaksanaan pembangunan 
masyarakat di negara-negara berkembang, telah mengangkat masalah 
tersebut dalam haluan dan program serta kegiatan pembangunan pedesaan 
secara menyeluruh yang menyangkut sektor pemerintahan desa, ekonomi, 
pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, sosial budaya, dan agama. 
 
Dalam makalah ini konsep pembangunan desa yang dimaksud dibatasai 
pada masalah pembaruan organisasi dan manajemen pemerintahan desa, karena di  
desa disamping pemerintah desa juga terdapat lembaga masyarakat desa yang 
berperan membantu pemerintah dalam proses pelayanan masyarakat  
B. Dasar Hukum 
Pemerintah desa merupakan suatu lembaga pemerintah yang tidak terpisah 
dengan sistem pemerintahan Indonesia, sehingga dalam aktivitas dan 
pembangunan serta pembaruan organisasi dan manajemen pemerintahan desa, 
harus didasarkan pada dasar hukum yang kuat dan jelas, agar  penerapannya tidak 
keluar dari aturan yang telah ditetapkan,  dasar hukum yang dimaksud adalah : 
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, khususnya pada pasal 18. 
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan 
- PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. 
- PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa 
- PP Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan 
- PP Nomor 5 tahun 2007 Tentang Penataan Lembaga Masyarakat. 
 
C. Perkembangan Pengaturan Tentang Desa di Indonesia 
Di Indonesia beberapa kali  pergantian aturan tentang pemerintahan, tiga 
UU terakhir yang mengatur tentang desa memperlihatkan adanya pengerucutan 
pengaturan tentang desa oleh pemerintah desa, hal ini dapat dilihat pada : 
1) UU No 5 Tahun 1979 Tentang Desa, dimana desa di atur secara terpisah 
dengan UU tentang pemerintahan daerah, dimana desa dalam UU tersebut diatur 
sebanyak 49 pasal, sehingga dominan diatur oleh pemerintah pusat,  ditandai 
dengan filosofis “keseragaman” yang dianut oleh UU No 5 tahun 1979 tentang 
Desa, mengakibatkan terjadi kesamaan sebutan nama desa, struktur, sistem, 
organisasi dan manajemen pemerintahan desa. 
2) UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah kembali 
menggambungkan pengaturan desa dalam satu undang-undang dengan 
pemerintahan daerah, sehingga desa sedikit diatur oleh pemerintah pusat, yakni 
sebanyak 19 pasal (pasal 93 s/d pasal 111) selebihnya pengaturan tentang desa 
diserahkan kepada pemerintah daerah, UU ini menganut filosofis 
“keanekaragaman”, artinya mengakui perbedaan antar daerah dalam pengaturan 
desa dan berada pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur tentang desa 
lebih sedikit dibandingkan dengan UU sebelumnya, hanya 15 pasal yakni pasal 
202 s/d pasal 216, dan UU ini juga menganut filosofis “Keanekaragaman”. 
4) Dengan dinamika masyarakat dan pemerintahan desa,  saat ini juga telah disusun 
Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa berkisar 116 pasal, 
sehingga pengaturan tentang desa kembali banyak diatur oleh pemerintah pusat.    
D. Sistem Pemerintahan Desa 
Pemerintahan desa di Indonesia  saat ini diatur melalui UU No 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah, ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah RI 
Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, memiliki sistem sebagai berikut : 
a. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) yang disebut dengan unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa 
c. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa sebagai kepala sekretariat 
desa, Pelaksana Teknis Lapangan Unsur staff, dan Unsur Kewilayahan 
(Kepala Dusun) 
d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi Legislasi dan 
Fungsi Penampung dan Penyalur aspirasi desa. BPD menjalankan fungsi 
legislasi, dan sebagai lembaga penyeimbang pada pemerintahan  desa, 
sehingga kehadiran BPD sebagai pengganti dari Lembaga Musyawarah 
Desa (LMD), untuk menumbuhkembangkan demokrasi di tataran 
pemerintahan Desa. Demokrasi di tingkat desa menurut Ina E. Slamet 
(Dalam Rahyunir Rauf; 2004) yakni; merupakan demokrasi asli dari suatu 
masyarakat yang belum mengalami stratifikasi sosial. Dalam masyarakat 
seperti itu, persetujuan yang bulat (musyawarah) masih bisa ditemukan, 
terutama oleh kenyataan jumlah warga yang reltif sedikit. 
e. Pemerintahan desa dibantu oleh lembaga-lembaga masyarakat desa 
lainnya, yakni; Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang 
Taruna, PKK, dan lain-lain. (Sebagai salah satu wujud konsep Good 
Governance, yakni penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan unsur 
masyarakat dan swasta). Lembaga Kemasyarakatan menurut Soekanto 
dalam Rahyunir Rauf (2005:35) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi; 
i. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana 
   mereka harus bertingkahlaku atau bersikap di dalam menghadapi 
   masalah-masalah dalam masyarakat terutama menyangkut 
   kebutuhan-kebutuhan. 
ii. Menjaga keutuhan masyarakat 
iii. Memberikan pegangangan kepada masyarakat untuk mengadakan 
   system pengendalian social (social control) artinya system 
   pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku. 
 
f. Di desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa, 
sebagai lembaga yang berperan membantu pemerintah desa. 
E. Pembaruan Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Desa 
Secara umum desa di Indonesia, menurut  Djaja Saefullah (2008;19-20) bahwa;  
unit komunitas perdesaan secara resmi di sebut desa, tidak hanya 
kewenangan untuk bertindak sebagai suatu organisasi pemerintah, tetapi 
juga sebagai suatu lembaga tradisional untuk memelihara norma-norma 
dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas setempat. Namun di Indonesia 
desa pada hakikatnya bukan unit yang ditetapkan secara social. 
Berdasarkan system politik di Indonesia, desa juga ditetapkan sebagai unit 
administrative terendah. Sebagai suatu unit organisasi pemerintah, desa 
harus memainkan dua peran yaitu mengelola kegiatan-kegiatan 
pembangunan desa dan melaksanakan peran mewakili pemerintah pusat 
dan daerah. Sebagai lembaga tradisional dikaitkan dengan kehidupan 
sosial budaya komunitas dan dengan perubahan dalam sikap-sikap dan 
perilaku dalam komunitas setempat. 
 
Oleh karena itu, baik masyarakat maupun pemerintah desa senantiasa 
memiliki berbagai dinamika akibat berbagai tuntutan perubahan, baik yang datang 
dari internal desa maupun eksternal desa. Dalam mengahadapi tuntutan 
masyarakat desa yang semakin dinamis dan kompleks, akibat pengaruh 
globalisasi, reformasi, krisis ekonomi, dan krisis kepercayaan terhadap elite 
pemerintahan dan politik  di Indonesia, menempatkan masyarakat tidak lagi 
sebagai objek bagi pemerintahan dan objek dari pembangunan, akan tetapi  saat 
ini  masyarakat sudah berada sebagai subjek pembangunan, maka pemerintahan 
desa harus melakukan berbagai perubahan dalam bentuk pembaruan, diantaranya : 
i. Pembaruan Organisasi Pemerintahan Desa 
ii. Pembaruan Manajemen Pemerintahan Desa 
iii. Pembaruan Prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa 
iv. Pembaruan asas penyelenggaraan pemerintahan desa 
v. Pembaruan sistem pemerintahan desa 
vi. Pembaruan sistem perencanaan pemerintahan desa 
 
E.1. Pembaruan Organisasi Pemerintahan Desa 
Pembaruan organisasi pemerintahan dalam bentuk membangun struktur 
organisasi pemerintahan desa yang fleksibel sesuai dengan tuntutan dan 
kebutuhan masyarakat, sehingga pembaruan struktur organisasi pemerintahan 
desa di arahkan pada  organisasi yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih terbuka, 
baik keorganisasian pemerintah desa maupun keorganisasian Badan 
Permusyawarah Desa (BPD), dan memperjelas posisi BPD selama ini bersifat 
“lembaga legislatif semu” menjadi suatu “lembaga legislatif murni”, salah satunya 
memberikan fungsi pengawasan pemerintah desa kepada BPD. 
Dengan demikian adanya unsur penyeimbang dalam sistem pemerintahan 
desa dimana terdapat unsur eksekutif desa (Kepala Desa) dan unsur legislatif desa 
(BPD), yang sama-sama memiliki kewenangan dan fungsi yang jelas dari kedua 
unsur pemerintahan desa tersebut. 
E.2. Pembaruan Manajemen Pemerintahan 
Pembaruan manajemen pemerintahan desa, dilakukan dengan cara 
pembaruan terhadap : 
 
- Pembaruan Manajemen Perencanaan Pemerintahan Desa 
Pembaruan perencanaan pemerintahan desa pada UU Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah dilakukan pembaruan 
system perencanaan desa, yang mengharuskan suatu perencanaan desa 
berorientasi kepada kepentingan public, dimana yang selama ini 
menggunakan system Top Down Planning (perencanaan dari atas ke 
bawah) saat ini menjadi perencanaan dengan menggunakan system 
Bootom Up Planning (Perencanaan dari bawah ke atas) 
Salah satu wujud dari perencanaan pembangunan pada 
pemerintahan desa dengan menggunakan sistem Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang), sehingga diharapkan melalui Musrenbang  
dapat disusun suatu perencanaan yang benar-benar berorientasi pada 
kepentingan publik (masyarakat desa). Namun kendalanya setelah 
musrenbang tingkat desa dilakukan, banyak program-program 
pembangunan desa tersebut  hilang ditengah jalan atau tidak muncul pada 
rancangan pembangunan pada tingkat Kabupaten/Kota, oleh karena itu 
sistem musrenbang ini perlu dilakukan pembaruan dengan memberikan 
keleluasaan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menentukan hasil 
musrenbang tersebut dapat dijadikan sebagai program nyata oleh 
pemerintah Kabupaten, dengan memberikan prioritas kepada perencanaan 
hasil musrenbang tersebut, sehingga musrenbang tidak terkesan  
formalitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan pemerintahan 
desa, akan tetapi tersusunnya  perencanaan yang bersifat partisipatif. 
Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif 
menurut Pradjarta Dirjosanjo, dkk.(2006:ix) yakni;  
Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang 
partisipatif hanya akan terjadi apabila didukung oleh pemerintahan 
daerah yang baik. Sebaliknya pemerintahan yang baik akan 
diperkuat dengan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, 
dengan demikian terdapat hubungan timbale balik dan saling 
menunjang antara pemerintahan yang baik dengan perencanaan 
penganggaran yang partisipatif. Ciri dan kewajiban pemerintah 
yang baik : bersifat menolong, bergantung pada tata aturan, 
bersifat terbuka (transaparan), harus bertanggungjawab 
(accountable), menghargai dana public (atau uang rakyat), bersifat 
responsive, menawarkan informasi, dan bersifat adil. 
 
Oleh karena itu,  menyusun perencanaan desa yang baik diperlukan 
suatu perencanaan partisipatif, agar perencanaan yang disusun sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa setempat.  
   - Pembaruan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, harus berdasarkan 
pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut penjelasan 
pasal (1) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, terdiri dari : 
1. Keanekaragaman 
2. Partisispasi 
3. Otonomi Asli 
4. Demokratisasi 
5. Pemberdayaan 
Keanekaragaman merupakan prinsip penyelenggaraan 
pemerintahan desa yang pertama, dimana kepada desa diberikan 
kewenangan untuk mengatur desanya masing-masing sesuai dengan 
tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat setempat, dalam ruang lingkup Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prinsip penyelenggaraan 
pemerintahan desa  kedua adalah partisipasi, partisipasi menurut Pradjarta 
Dirdjosantojoto (2006:115) adalah; hak dasar warga Negara. Karena 
partisipasi bukan kewajiban masyarakat. Partisipasi adalah kegiatan yang 
dilakukan dalam upaya menuntut pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.  
Prinsip ketiga penyelenggaraan pemerintahan desa adalah 
“otonomi asli”, dan bukan “otonomi desa”,  karena itu sudah sewajarnya 
otonomi desa diberikan kepada pemerintah desa dalam menyelenggarakan 
pemerintahan desa, sehingga desa lebih mandiri dan mengurangi 
ketergatungan tehadap bantuan pemerintah pusat,  provinsi, kabupaten, 
dan kecamatan, karena pemerintah desa diberikan keleluasaan dalam 
mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sehingga potensi desa 
diharapkan lebih dioptimalkan penggalian dan pengelolaannya. 
Prinsip ke empat penyelenggaraan pemerintahan desa adalah 
demokratisasi, demokratisasi  desa ditandai dengan proses demokrasi desa, 
demokrasi desa menurut Hatta (dalam Suhartono;2000;29) mengandung 
cirri-ciri; rapat (tempat rakyat bersmusyawarah dan mufakat), hak rakyat 
untuk protes, dan cita-cita tolong menolong. 
Prinsip kelima yakni pemberdayaan,  maka harus dilakukan dalam 
proses pembaruan organisasi dan manejemn pemerintahan desa adalah 
prinsip kelima yakni pemberdayaan, dengan proses pemberdayaan 
terhadap lembaga-lembaga masyarakat desa, maka lembaga masyarakat 
desa dapat lebih berperan dalam membantu tugas pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat desa.  
- Manajemen Pertanggungjawaban Pemerintah Desa. 
Menurut H.A.W. Widjaja (2002;46) bahwa; Kepala Desa 
bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan 
dan pembinaan masyarakat. Oleh karena itu Kepala Desa harus membuat 
laporan pertanggungjawaban kepala desa, yang disampaikan kepada 
Bupati. Manajemen pertanggungjawaban pemerintah desa  harus 
dilakukan pembaruan dalam manajemen pemerintahan desa, yang selama 
ini menurut UU No 32 Tahun 2004 bertanggungjawab kepada Bupati 
melalui Camat, maka dalam proses pembaruan manajemen 
pertanggungjawaban pemerintah desa ini, seharusnya juga harus dibentuk 
sistem yang baru, yakni Kepala Desa bertanggungjawab kepada BPD 
(sebagai legislatif desa) dan Masyarakat desa secara terbuka (penyampaian 
informasi), melalui laporan pertanggungjawaban kepala desa yang 
disampaikan setiap tahunnya, sebagai wujud asas akuntabilitas dalam asas 
umum penyelenggaraan Negara (Pasal 20 ayat (1) UU No 32 tahun 2004). 
F. Menuju Pemerintahan Desa yang Kuat dan Bersih 
Pemerintahan desa yang kuat dan bersih merupakan salah satu bagian dari 
kebijakan pengembangan desa, dan tidak terpisahkan dari Kebijakan Umum 
pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.yang telah 
dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka 
menengah, maupun  jangka pendek. Menurut Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir 
(2006;98) bahwa;  
Rencana Umum Pengembangan Otonomi Desa sebagai perencanaan 
jangka menengah, minimal mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah, Daerah maupun Nasional.  Visi pengembangan otonomi desa harus 
tetap mengacu kepada Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD), yang merupakan visi akselarasi karena Rencana Umum Pengembangan 
Otonomi Desa (RUPOD) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka 
RPJMD. Dalam rangka mewujudkan visi akselarasi tersebut, dilaksanakan 
melalui 4 (empat) misi yang dirumuskan sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kapasitas Tata Kepemimpinan Desa 
2. Meningkatkan kapasitas Tata Pemerintahan Desa  
3. Meningkatkan kapasitas Tata Kemasyarakatan 
4. Meningkatkan kapasitas Tata Ruang dan Lingkungan. 
Melalui peningkatan kapasitas tata kepemimpinan desa, tata pemerintahan 
desa, tata kemsayarakatan, dan tata ruang dan lingkungan desa, maka dapat 
menciptakan pemerintahan desa yang kuat, dan melalui pemerintahan yang kuat  
memudahkan untuk mewujudkan pemerintahn desa yang bersih, karena perbaikan 
perilaku melalui penguatan berbagai kapasitas sumber daya manusia tersebut akan 
dapat menciptakan pemerintahan  yang lebih bersih. Implementasi  peningkatan 
kapasitas tata kepemimpinan desa, pemerintahan desa, tata kemasyarakatan, dan 
tata ruang dan lingkungan perlu disusun dan diuraikan menurut strategi, sasaran, 
arah kebijakan dan program yang disatukan dalam  perencanaan pembangunan 
desa, dan daerah, mengacu kepada RPJP dan RPJM Daerah. 
Pembaruan organisasi dan manajemen pemerintahan desa, harus diikuti 
dengan segera oleh pengakuan dan pemberian otonomi kepada desa, hal ini 
sejalan dengan pendapat Tumpal P.Saragi (2004;6-7) bahwa; sejak tahun 1945 
hingga saat ini desa diakui sebagai suatu wilayah yang memiliki karakteristik 
khusus sehingga Negara harus menghormatinya. Akan tetapi hingga saat ini desa 
tidak pernah menjadi sub sistem yang benar-benar otonom. 
Oleh karena itu, apabila otonomi desa belum diakui dan diberikan kepada 
desa, maka akan sulit untuk melakukan pembaruan terhadap organisasi dan 
manajemen pemerintahan desa, apalagi dalam upaya menuju pemerintahan desa 
yang kuat dan bersih.  
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